
WALIKOTA BLITAR 

PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA BLITAR 

NOMOR 65 TAHUN 2023 

TENT ANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2021 - 2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BLITAR, 

Menimbang a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 9 0 0 . 1 . 1 5 . 5 - 1 3 1 7  Tahun 2023 
tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan 
lnventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah, maka Rencana Strategis Tahun 
2021 - 2026 beberapa Perangkat Daerah harus 
disesuaikan; 

b. bahwa untuk menindaklanjuti hasil evaluasi 
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (SAKIP) Kota Blitar Tahun 2023, 
Rencana Strategis Tahun 2021 - 2026 Perangkat 
Daerah harus mengintegrasikan pohon kinerja 
dalam Dokumen Perencanaan, sehingga Peraturan 
Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang 
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 
Tahun 2021 - 2026 perlu diubah; 
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c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota ten tang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan 
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar 
Tahun 2021 - 2026; 

1 .  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah 
dan Jawa sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang 
Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 
Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia 
Dahulu) tentang Pemberitukan Kota-Kota Besar 
dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 551 ) ;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421) ;  

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 
Nomor 4 1 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya 
Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3243); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, 
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana 
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312 ) ;  

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 
2019 ten tang Sistem Informasi Pemerintahan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 1 1 1 4 ) ;  

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);  

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 
4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 
Nomor 7); 

10. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4); 

1 1 .  Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 
tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Berita 
Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 
2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang 
Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Berita Daerah Kota 
Blitar Tahun 2023 Nomor 32) ;  

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN 
KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 
48 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN RENCANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA BLITAR 
TAHUN 2021 - 2026. 
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Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Blitar 
Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana 
Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 
2026 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 48) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Walikota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 
48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis 
Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 - 2026 (Berita 
Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 32) diubah, 
sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Walikota ini. 

Pasal II 

Peraturan W alikota ini berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota 1n1 dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar. 

Ditetapkan di Blitar 
pada tanggal 12 Desember 2023 
WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTOSO 

Diundangkan di Blitar 
Pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR, 

ttd. 

PRIYO SUHARTONO 

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 65 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

WIJAYA S.H.  M.H. 
7 9 1 2 1 0  200604 1 008 



LAMPI RAN 
PERATURAN WALIKOTA BLITAR 
NOMOR 65 TAHUN 2023 
TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN 
WALIKOTA BLITAR NOMOR 48 TAHUN 2021 
TENT ANG PENETAPAN REN CANA 
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA 
BLITAR TAHUN 2021  - 2026 

1. PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKETARIAT DAERAH KOTA BLITAR 
TAHUN 2021-2026 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1 .  1  Latar Belakang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen 
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat 
tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan 
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang 
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif sebagaimana 
yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 

Sekretariat Daerah Kota Blitar adalah Perangkat Daerah yang 
merupakan unsur staf mempunyai tugas membantu Wali Kota Blitar dalam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap 
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif. Oleh 
karenanya Sekretariat Daerah Kota Blitar memiliki peran yang sangat 
strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Blitar. 

Dalam rangka melaksanakan tugas diatas perlu kiranya disusun 
dokumen perencanaan yang dapat memberikan gambaran dukungan 
Sekretariat Daerah Kota Blitar dalam mewujudkan Visi dan Misi W ali Kota 
Blitar. Rencana Strategis yang disusun merupakan rumusan strategi dan 
arah kebijakan Sekretariat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran serta 
target kinerja dari Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Sekretariat 
Daerah Kota Blitar. 

Berkenaan dengan proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat 
Daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 86 Tahun 2017 ,  penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 
Kota Blitar adalah sebagai berikut: 



Selanjutnya Perubahan Renstra Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar 
Tahun 2021 - 2026 ini menjadi acuan kerja di semua unit di lingkungan 
Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Untuk itu semua unit kerja harus 
melaksanakan dengan baik dan akuntabel dengan mengedepankan 
peningkatan capaian kinerja. 

WALIKOTA BLITAR, 

ttd. 

SANTO SO 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

IKA HADI IJAYA S.H.  M.H. 
NIP. 197 1 2 1 0  200604 1 008 


